
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  

SEMESTER SATU TAHUN 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi 

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat 

provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Barat Daya telah melakukan rekapitulasi dan 

penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat 

pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara 

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua Barat Daya nomor 44/PP.07-BA/96/2026 

tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka 

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Provinsi Papua Barat Daya Semester Satu Tahun 2026; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Papua Barat Daya tentang Penetapan 

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

Provinsi Papua Barat Daya Semester Satu Tahun 2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 
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3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

200); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN 

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN  PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

SEMESTER SATU TAHUN 2026 

KESATU :  Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Daya Semester 

Satu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam 

formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi 

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  
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KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Kota Sorong 

pada tanggal 6 Juli 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, 

 

ttd. 

 

ANDARIAS DANIEL KAMBU 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

Kepala bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum 

 

 

 

PARIS URIA PEDAI 

  

jdih.kpu.go.id/papuabaratdaya



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA 

BARAT DAYA SEMESTER SATU TAHUN 

2026  

 

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA SEMESTER SATU TAHUN  2026  

 

Ditetapkan di Kota Sorong 

pada tanggal 6 Juli 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

 

ttd. 

ANDARIAS DANIEL KAMBU 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

Kepala bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum 

 

 

PARIS URIA PEDAI 

No. 
Nama 

Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kel 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

1 Sorong 30 253 46.853 44.771 91.624 

2 Sorong Selatan 15 122 19.534 18.983 38.517 

3 Raja Ampat 24 121 24.550 23.365 47.915 

4 Tambrauw 29 216 11.427 10.565 21.992 

5 Maybrat 24 260 19.630 19.795 39.425 

6 Kota Sorong 10 41 110.801 102.930 213.731 

TOTAL 132 1.013 232.795 220.409 453.204 
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